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JAKARTA - Pemerintah berencana mem-
perketat penyaluranjenis BBM khusus
penugasan (JBKP) pertalite. Rencana terse-
but seiring dengan revisi Peraturan Presi-
den (Perpres) Nomor191/2014 tentang

Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direlctur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi (Migas) Kemen-
terian Energi Sumber Dayadan
Mineral (ESDM) Tutuka Ari-
adji mengungkapkan, dalam
revisi tersebut ada usulankon-
sumen yang berhak membeli
pertalite. “Selain JBT (jenis
BBM tertentu) kerosin (mi-
nyak tanah) dan minyak solar
padausulanperubahanlampir-
an Perpres 191, ada tambahan
komoditas JBKP atau bensin
RON0 di mana sektor konsu-
men peniggunanyameliputiin-
dustri kecil, usaha perikanan,

wsaha pertantan, transportasl,
danpelayananumum," warTu-
tuka dalam rapat dengar pen-
dapat (RDP)denganKomisiVIl
DPRRIdiJakartakemarin.

Selanjutnya, untuk jenis
minyak tanah, konsumen yang
berhak yaitu rumah tangga,
usaha mikro, dan usaha per-
thanan, Artinya, tidak ada per-
ubahan dari yang sudah diatur
dalam perpres tersebut. “Un-
tuk JBT kerosin atau minyak
tanah meliputi rumah tangga,
usaha mikro, dan usaha per-
tkanan, lanjutnya.

PadaJBT solar subsidi, Ke-
menterian ESDM mengusul-
kanuntuk digunakan oleh sek-
tor industri kecil, usaha per-
kanan, usahapertanian, trans-
portasidarat, transportasilaut,
transportasi perkeretaapian,
dan pelayanan unmum. Tutuka
menambahkan, usulan konsu-
menyangberhak mengisisolar
subsiditersebut ada tambahan
bila dibandingkan yang sudah
diatur dalam Perpres Nomor
191/2014. Pada Perpres No-
mor| 191/2014, konsumen
yang berhalsmengist solar sub-
sidi antara lain usaha mikro,
usaha pertkanan, usaha perta-
nian, transportasi, dan pela-
yanan umum, “Sektor penggu-
na minyak solar (subsidi) alah
industrikecil usahaperikanan,
usaha pertanian, transportasi
damt‘ transportasi laut, trans-
portasikeretaapi, danpelayan-
anumurn, katanya,
Angaota Komite BPH Migas

Akan Dibatasi

Kementerian ESDM Abdul Ha-
lim mengatakan, revisi Perpres
Nomor 191/2014 tersebut ber-
potensi menghemat subsidi
hingga Rp23,5 tliun, “Kita bisa
menghemat hingga Rp23,5 tri-
liununtukpertalite, solarnya he-
mat) Rp6 triliun sampai Rp7 tri
lun,"wjamyadi Jakartakemarin.

Berdasarkan laporan, revisi
tersebut mencakup konsumen
yang bisa mengaunakan BBM
pertalite (RON 90) yaitu indus-
trikecil, usahapertanian, usaha
perikanan, transportasi, dan
pelayanan umum. Konsumen
lainnya sepeda motor dengan
cubicle centimeter (CC) dibawah
150¢c Khususuntukmobil, ter-
dapat dua skenario, yakni se-
mua mobil dengan pelat hitam
ataumobildiatas 1400 ccakan
dilarang. "Kalau di tahun sebe
lumnya mobil pkap untuk
mengangkutbatubaramasihdi-
berisubsidi, sekarang dilhusus-
kan untuk penganglut kebu-

tuhan pokok, " ujar Halim.
Selain membuat subsidi
menjaditepatsasaran, revisiini
juga dilakukan untuk mem-
berikan payung hukum bagi
pengawasan subsidi BBM di
Indonesia sehingga diharap-
kansubsidiBBM kedepanakan

tepatsasaran.

Beli Elpiji Pakai KTP
Sermentara itu, pembelian
elpiji 3 kilogram dengan kewa-
jiban registrasi menggunakan
kartu tanda penduduk (KTP)
segera dilaksanakan tahun ni.
Halitusebagai upaya pemerin-
tah agar subsid: tepat sasaran.
“Kami sampaikan bahwa kami
melakukan registrasi. Tidak
adakata pembatasan, melain-
kan registrasi, Memang mela-
lui registrasi itu perlu kami
lakukan, agar tahu siapa yang
berhak,” ujar Tutuka Aviadji,
B atikahumiyani/
dovanahasiana
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